
,WALIKOTA BAUBAI.'

Menimbang

Mengingat

PER,qTURAN WALiKOTA BAUBAU

NOMoR : tg raHuN ?011

TENTANG

IZIN PERUNTUKAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YAFIG MAI.IA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

: a' bahwa daram rangka pengendarian pemanfaatan ruang gunamelindunEl kepentingan umum dan menciptakan tertibpembangunan dan pengembangan kota sebagai unsurpendorong pembangunan dan se-suai dengan kebrjaksanaanpemerintah untuk meraksanakan pernbangunan kota secaraterpadu, maka peruntukan ruang koia secara optimar, seimbangdan berkesinanrbungan sangat diperlukan;
b. bahwa untuk meraksanakan kegiatan sebagaimana dimaksudpada huruf a, triperrur<an sumber fiembiayuun y"ng diperoreh dariretribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagain-rana dimaksud padahuruf a dan b, perru ditetaplan uenfan peraturan warikota
Baubau.

: 1. undang-undang Nomor s rahun 1g60 tentang peraturan DasarPokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Tahun 1960 nomor 3g, Tambahan LernSaran rrJegara Tahun 1g74Nomor Z}ae;

2. undang-undang Nomur 4 Tahun Jgg2 tentang perumahan danPermukiman (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 1g60
Nomor 23' Tambaharr Lembiran Negara Nomor 346g);

3. undang-Undang Nomor 5 Tahun 1gg2 tentang Benda cagarBudaya (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2009
Nomor 2T, rambahan Lembur"n Negura Nomor 3a70);

4- Undang-unclang Nomor 1g rahun lggg tentang Jasa Kontruksi
(Lembaran. Negara Repubrik rndonesia Tahun lggg Nomor 54,Lembaran Negara Ncmor 3S33);

6. undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang pembentukan
Kota Baubar-r (i-ernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor a120);

7 - undang-Undang Nomor zB Tahun 2aaz tentang Bangunan
gedurE. ^(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun z00z
Nomor 134, Tambahan Lenrbaran Negara Nornor 4242);

8. UndanE-unclanE Nomo:" 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan 

_perundang-undangan (Lembaran N69ara Repubrik
lndonesia Tahun 2a04-Nomoi s3, Tambahan Leribaran r.llguia
Nomor a3B9);

Er
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I 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2404
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nonror 12 tahun 2008 teniang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2404 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
tahun 2008 N,:mor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4a38);

Undang-undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
(Lembaran Negara Repubhk lndonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725),

12. Undang-Undang Nontor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara 50a9);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang lzin Usaha
lndustri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3957);

Peraturan Perncrintah Ncmor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a139);

Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 20A7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a.-737)i

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Organisasi Can tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Koia Baubau
(Lembaran Dae;ah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang

lzin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan Bagi

perusahaan in,Justri.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441IKPTS1998
tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

.,-:;'nf

10.

11.

13.

14.

15.

lo.

17.

18.

Memperhatikan . 1.

2. Keputusan Menteri
tentang?ersyaratan
dan Lingkungan;

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Urnum Nomor 10/KPTS/2000

tentang Ketentuan teknis Pengamanan Terhadap Bahaya
kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998
Teknis Aksebilitas Pada Bangunan Gedung



lnstruksi Menteri Daram Negeri Nomor 32 tahun 1gg4 tentangPelaksanaan pemberian lzin Mendirikan B"ngrn"n danUndang-Undang Gangguan eagi perusr;;;; l.olriri

MEMUTU SKAN:
Menetapkan : PERATURAN wALtKorA BAUBAU TENTANG rzrN pERUNTUKAN

RUANG

BAB I

KETENTUAN UftIUM

Fasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Baubau;
2- Pemerintah Daerah adarah pemerintah Kota Baubau;
3' Dewan Perwa.kiian- Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Baub 

",r;"'ti 4. Walikota adalah Walikota Baubau ;

5' Dinas Tata Kota dan Bangunan adalah Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau;6' 
ffiij$r|;:il Tata Kota dan Bansunan adalah Kepata Dinas Tara Kota dan Bansunan

7 ' Pejabat adalah Pejabat dilingkungan Pemerlntah Daerah yang berwenang dibidangpenataan ruang dan mendapat pend;eragasian wewenang dariwarikota;
8' Badan adalah sekumpulan orang darr/ atau moda.l yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidal< rnelakukan usaha yang mellputi perseroanTerbatas, Perseroan Komandjter,- P*rsuroun irinnya, Badan i.tsar,a Milik Negara atauDaerah dertgan nama dan dalam n"n**[lpapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Koperasi,Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,'- *ayasan, cjrg";i*uri Massa, organisasisosial Politik atau organisasi yang sejenir''L"rbuga, bendrk usaha tetap, dan bentukusaha lainnya; / ".- --
9' Rencana Tata Ruang adalah melipuii rencana tata ruang v,rilayah, rencana umum tata'/ ruang kota, rencana detail tata ruang kcta, *rtn ,enc"i" uru* lata ruang kawasankhusus dan rencana cretair tata ruang klwasan khusrs;
10'Retribusi adalah pungutan daerah.sebagai pernbayaran atas jasa atau pemberian izintertentu yang khusus cJisediakan dan utlu tiu"rikin oleh penrerintahan Daerah untukkepentingan orang pribadi atau badan y"ngr*lanjutnya disebut retribusi;
11' wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut peraturanPerundang-undangan retribusi iiwalini"n -rrtrr. melakuk'an pembayaran retribusi,termasuk penrungut retribusi atau pemttongan Ltribusi tertentu;
12'Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagiwajib retribusi untuk memanfaaika-n izin;
13'Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

ilffit"*XT":::itg, 
fasilitas, atau kemanfaatan tainnv" v"ng d"pat dinikmati orer, orans

14'Perizinan Tertentu adalah kegiatarltertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberianizin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,pengendalian dan pengawasan atas kegiaian, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasirit;; il;il';;;: merinoungi kepentinganumum dan menjaga kelestarian lingkungan;
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15'Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah suratkeputusan yang menentukan besarnya .lumtarr retri'busi yang beiutang 
;

16'Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 5TRD adalah surat untukmelakukan tagihan retribusi dan atau slnksi aoministrasi b-erupa bunga atau denda;
17'Pengukuran alllah kegiatan pelaksanaan dilapangan yang dilakukan oleh petugas untukmemperoleh data situasi tanah yang digambarkan dalam plta situasi dan atau peta dasaryang dapat dilengkapi dengan data terinci, dan atau data ketinggian sesuai denganpermintaan pemohon;

1B' Pengukuran Ketinggian adalah pengukuran ketinggian suatu titik lokasi ierhadapketinggian muka air laut rata-rata yang ,Japat menghaJi-kan data atau peta kontur;
19'Penerapan Rencana adalah kegiatan pengukuran untuk menerapkan tanda batasRencana Kota;

20' Pengukuran Profil adalah pengukuran ketinggian panampang mernanjang/meliniang,suatu lokasi terhadap bidang horisontal tertentu]
21'Peta situasi {3ta! peta yang sesuai proyeksi keadaan atau situasi suatu lokasi yangdikeluarkan oleh Dinas Tata Kota kepada orang atau badan hukum dalam rangt<apembuatan Gambar planning;

22' Pemetaan adalah rangkaian kegiatan pembuatan peta dari hasil ukur dilapangan sampaimenjadi peta;

23' Petugas adalah orang yang mendapaikan tugas secara resmi melayani kepentinganumum di bidang pengukuran;

24'Kelerangan Rencana Kota adalah keterangan rencana yang berisi petunjuk danpengarahan dalam rangka kegiatan fisik kota yang sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan agar tercapJi pertumbuhan yang efisien dan teratur;

25' Konsultasi Perencanaan Tata Letak Bangunan adalah keterangan mengenai peruntukkan
suatu persil dan letak bangunan yang beidiridiatasnya yang se"suaidengan rencana kota;

26'lzin Peruntukan Ruang adalah keterangan mengenai pemanfaatan suatu persil gunamemperoleh izin lokasi terhadap senrui tanah itau lahan yang luasnya * s000 M2sampai 15 Hektar;

27' Persil adalah suatu gabungan bidang/sebidang tanah yang menjadi milik perseorangan,
badan hukum atau sekumpuran orang-orang yang berhak;

28' Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagaiI pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepenting"n or"ni atau badan;
29' Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SpRD adalah suratyang digunakan oleh Wajib Retribusi untuli melaporkan perhiiungan dan pembayaran

retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;

30' Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untuk l<epenting"n *n! atau badan;
31'Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SpRD adalah suratyang digunakari oleh wajib Retribusi untuti melaptrtan p"irtiiungan dan pembayaran

retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
32'Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disirrgkat SKRD adalah surat keputusanyang menentukan besarnya jumlah retribusi yang teruiang;
33'Surat Ketetapan Retribusi Daeraf,Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalahsurat keputusan yang menentukan besirnyi jumlaf, reiribusi teiutang, jumlah kreditretribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi

dan jumlah yang masih harus dibayar;
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34. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat
SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang
ditetapkan;

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah
surat keputusan yang menentukan jurnlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yarrg dapat disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

37. Pendaftaran atau Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh
data/informasi serta peta usahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara
menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;

38. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPRWD) adalah nomor wa.iib retribusi yang
didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;

39. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh
wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi
administrasi;

40. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib
retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk
dengan batas waktu yang telah ditentukan;

41. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemlrngutan retribusi daerah
yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, serta untuk mernbayar retribusi
sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;

42.Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang
tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi
lainnya yang masih terutang;

43. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola
data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah
dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah dan retribusi daerah.

44. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA DAN OBYtrK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Nama Retribusi adalah lzin Peruntukan Ruang yang dipungut sebagai pembayaran atas
penggunaan ruang oleh pribadi atau badan yang dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW).

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah lzin Peruntukan Ruang untuk setiap lokasi yang meliputi :

1. Pelayanan Pengukuran;

2. Keterangan Rencana Kota;

3. lzin Peruntukan Ruang.

F 
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atarr badan yang menggunakan sebidang tanah
di daerah bermaksud memperoleh pelayanan pengukuran, Keterangan Rencana Koia, dan
lzin Peruntukan Ruang yang selanjutnya disebut wajib retribusi.



BAB III

GOLONGAN REI'RIBUSI

Pasal 5

Retribusi lzin Peruntukan Ruang digolongt<an sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TII.JGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas tanah, jenis peruntukkan yang akan
dimanfaatkan dan diperuntukkan pada lokasi tanah yang dimolron.

BAB V

PRIruSIP DAN SASARAN DALAM PENETAP.AN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan sirukrur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan yang meliputi
biaya survei, pengukuran dan pematokan serta biaya iransportasi Oatam rangka pengr*arun
dan pengendalian pemanfaatan ruang

BAB VI

TATA CARA PELAYANAN PENGUKURAI.T, KETERANGAN RENCANA KOTA
DAN IZIN PERUNTUKAN RUANG

Pasal B

(1) Tiap orang atau badan hukum yang bermaksud mendapatkan pelayanan pengukuran,
keterangan rencana kota dan izin peruntukan ruang di daerah dengan mengajukan
permohonan kepada walikota melalui Dinas Tata Kota dan Bangunan;

(2) Syarat untuk mendapatkan pelayanan pengukuran, Keterangan Rencana Kota dan lzin
Peruntukan Ruang adalah sebagai berikut .

a. Fotocopy KTP;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. Akta Pendirian perusahaan yang berbadan hukum dan anEgaran dasar yang telah

disahkan bagi koperasi;
d. Bukti kepemilikan Hak Atas Tanah;
e. Salinan/Rekaman tanda bukti sebagai anggota Real Estate lndonesia (REl) bagi

rumah tinggal berkelompok/penrmahan;
f. Surat Kuasa dari pimpinan perusairaan apabila diwakilkan bagi badan usaha;
g. Pernyataan sanggup mengikutilmentaati peraturan dan ketentuan Rencana Kota.

Pasal 9

(1) Pengukuran untuk Keterangan Rencana Kota dan lzin Peruntukan Ruang dapat
dilakukan setiap kali mengajukan permohonan

(2) Keterangan Rencana Kota dan lzin Peruntukan Ruang yang diterbitkan berlaku selama 5
tahun.

(3) Atas permintaan pemohon sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksud pada ayat (2)
pasal ini berakhir dapat dibuatkan keterangan rencana kota yang baru.

(4) Atas permintaan pemohon dapat diajukan permohonan izin peruntukan ruang.



Pasal 10

(1) Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan Walikota ini
merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan lzin Mendirikan Bangunan (lMB).

(2)Dikecualikan dari ketentuan pasal 8,9 dan 10 ayat (1) Peraturan Walikota ini adalahmerubah bangunan dan merobohkan bangurnan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimarna dimaksud dalam pasal g ayat (1) peraturan
Walikota ini, Walikota Cq. Tim Peneliti nrengadakan penelitian langsung ketempat yang
direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditugaskan dalam Berita
Acara yang merupakan kelengkapan persyai"atan permohonan lzin Glngguan (HO)

(3) Tata cara penetitian dotetapkan dan cliatur dalam keputusan Walikota.

Pasal {2
Bagi perusahaan-perusahaan yang dalanr kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran
terhadap lingkungan diwajibkan untuk menaggulangi pencemaran iersebut sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

-

BAts VII

PENETAPAN BESART{YA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13
(1) Terhadap orang atau Badan Hukum yang akan nrenggunakan dan memanfaaikan ruang

Kota dikenakan lzin peruntukan Ruang.

(2) Besarnya retribusi lzin Peruntukan Ruang ditetaokan berdasarkan fungsi bangunan,
klasifikasi fungsijaringan jalan, jarak bangirnan, peruntukan ruang (Bagian Vuitayarr-t<ota;,
ketinggian bangunan, luas penggunaan ruang, dan tarif dasar- rungli banguhan serta
biaya pengukuran.

Pasa! 14

(1) Fungsi Bangunan sebagaimana dimaksud pacia ayat (2) Pasal 13 peraturan Walikota ini
terdiri dari :

a- Fungsi Bangunan I adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk
bangunan sosial, antara lain : tempat peribadltan, fasilitas pendidikan, rumah sakit,
Panti Asuhan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, Tempat pemakaman Umum
(TPU) dan bangunan lainnya yang dikaiegorixan dengan itu;

b. Fungsi Bangunan ll adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk rumah
tinggal dan bangunan lainnya yang dikategorikan ddngan itu;

c. Fungsi Bangunan lll adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk
usaha/dagang, tower, reklame, rumah toko (Ruko), Kintor, dan 

.bangunan 
lainnya

yang dikategorikan dengan itu;

d. Fungsi Bangunan lV adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk
keperluan industriipabrik berikut segala periengkapannyi dan bangunJn lainnya yang
dikategorikan dengan itu;

e' Fungsi Bangunan V adalah bangunan yang berfungsi dan pergunakan untuk keperluan
tower, menara, reklame dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu.



'; (2) D.alam penentuan fungsi bangunan sebagairnana dimaksud'' dipergunakan indeks dJn/atau murtifikator sEbagai berikut :

pada ayat (1) pasal ini,

NO FUNGSI BANGUNAN
SOSIAL
a. Fasilitas umuF-

-tempatpeiffi
-Tempatpeffi

_-- PantiAsuhan
- Taman Kota

INDEKS
1.

0

0

0

0

0

0.5
a
z_

2.5
2

2t W
s_{99r(:le0 m,)

c. Qesar ( > 300 m2)
g-8tjllel rslgn

". 
Apurtetn"n 

-

USAHA
a. Toko/Ruko 

--

1

1.5

2

0.5
?

2.5
3.

2
r,J. rasar Modern / Suoermarkef / lrlqlt
c" Kantor

.-a-
- Keuangan / Bank / Koperasi

d. Bioskop I Restoran / Cafe
e. Apctik
r.Hotut T
g. Pas"r .trao isional--_-=_-
h. Pasar lnduk
. Terminal/Lahan parkir
j. Balai Pertemuan
k. Luborutorium-

*.fo*er I papin neftalne

2
?

2

2

2.5
2

0.5

3

2
2

5
4.

5.

f{DUSTRI

b. lndustri Menenqah ( S 00O m2 - 1o ooo rn2t

2

2.5

d.fergudangan *
e. Perbengkelan
BANG L'NAN TOWER/MENARA/REKLAME

J
a

2

5



(1)

Pasal '15

(1) Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) pasal 13
Peraturan Walikota ini dihitung berdasarkan klasifikasijaringan jalan terdiri dari .

a. Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan I adalah Klasifikasi fungsi jaringan jalan dengan
fungsijatan arteri;

b- Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan ll adalah Klasifikasi fungsi jaringan jalan dengan
fungsijalan Kolektor;

c. Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan lll adalah Klasifikasi fungsi jaringan jalan dengan
fungsijalan Lokal;

d. Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan lV adalah Klasifikasi fungsi jaringan jalan dengan
fungsi jalan Lingkungan-

(2) Dalam penentuan klasifkasi fungsi jaringarr jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dipergunakan indeks dan/atau multifikaton untuk setiap fungsi bangunan
sebagai berikut:

NO KLASIFIKASI FUNGSI JARINGAN JALAN INDEKS
1

2

4

Arteri 2
Kolektor 1

Lokal 0.75
Li u an 0,5

Pasal 16

Jarak Bangunan sebagaimana dimaksud clalam ayat (2) pasal 13 Peraturan Walikota ini
dihitung berdasarkan jarak bangunan sesuai dengan ketentuan garis sernpadan
bangunan yang telah ditentukan terdiri dari :

a. Jarak Bangunan I adalah jarak bangunan yang masuk dalam ketentuan garis
sempadan bangunan yang telah ditetapkan;

b. Jarak Bangunan ll adalah Jarak bangunan yang berada diluar atau melebihi
ketentuan garis sempadan yang telah ditetapkan.

Dalam penentuan jarak bangunan sebagairnana dimaksud ayat (1) pasal ini,
dipergunakan angka indeks dan atau nrultifikator sebagai berikut :

NO JARAK BA.NGUNAN INDEKS
1.

2.

Dalam Ketentuan Sempadan Bangunan 1

Di Luar Ketentuan Sempadan Bangunan 0.5

Pasal 17

(1) Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
ayat (2) Peraturan Walikota ini terdiri clari :

a- Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) I adalah bangunan yang berada pada
Bagian Wilayah Kota (BWK) I dengan fungsi utama sebagai perkanioran swasta, pusat
perdagangan grosir skala pelayanarr regional/kota dan pelayanan jasa yang berpusat
di Keiurahan Waie.

b. Peruntukan Ruang (Bagian Jffilayah Kota) Il adalah bangunan yang berada pada
Bagian Wilayah Kota (BWK) ll derrgan fungsi utama sebagai pendukung perdagangan
grosir, dan perdagangan eceran yang berpusat di Kelurahan wameo.

(2)
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c. Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) lll adalah bangunan yang berada pada
Bagian Wilayah Kota (BWK) lll dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat
pendidikan tinggi dan pusat pemerintahan kota yang berpusat di Kelurahan
Katobengke.

d- Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) lV adalah bangunan yang berada pada
Bagian Wilayah Kota (BWK) lV dengan fungsi utama sebagii Pusat peimukiman'kota,
dan industri pengolahan yang berpusat di Kerurahan waruruma.

e. Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) V adalah bangunan yang berada pada
Bagian Wilayah Kota (BWK) V dengan furrgsi utama sebagai iawisan pertanian
tanaman pangan, perikanan, perdagangan hasil-hasil peftanian, Pergudangan &
pengembangan pusat permukiman kota yang berpusat di Kelurahan Liabuku

f. Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) Vl adalah bangunan yang berada pada
Bagian Wilayah Kota (BWK) Vl dengan fungsi utama sebagai pertanian hortikuitura,
perkebunan, dan kehutanan, didul<ung kegiatan perdagangan dan pengolahan
hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang berpusat di Keluralran Kaisabu
Baru

g. Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) Vll adalah bangunan yang berada pada
Bagian Wilayah Kota (BWK) Vll dengan fungsi utama se-bagai kawisan industria,
pemerintahan, didukung kegiatan perdagangan dan pelabuhan penyebrangan, TWA
tirta rimba, minapolitan, hutan lindung, perkebunan, pertanian, perurnihan dan
terminal antar kabupaten dan kota yang berpusat di Kelurahan Lowu-lowu/Kolese.

(2) Dalam penentuan peruntukkan ruang (bagian wilayah Kota) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, dipergunakan angka indeks dan atau multifikator sebagai berikut.

NO PERUNTUKAN RUANG {BWK) INDEKS
1 Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota {BWK) I 3

2 Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota {BWK) ll 2

3 Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota (BWK)
ilt

1

4 Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota (BWK)
IV

1

5 Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota (BWK)
V

0.5

t) Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota (BWKI
VI

0.5

7 Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota (BWK)
vil

0.5

Pasal 18

(1) Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) peraturan
Walikota ini terdiri dari :

a. Ketinggian Bangunan I adalah bangunan yang mempunyai perencanaan jumlah
lantai 1 (satu) dengan perkiraan tinggi + 3 - 5 meter;

b. Ketinggian Bangunan I adalah bangunan yang mempunyai perencanaan jumlah
lantai 2 (dua) dengan perkiraan tinggi + 6 - 10 meter;

c- Ketinggian Bangunan I adalah bangunan yang mempunyai perencanaan jumlah
lantai 3 (tiga) ke atas dengan perkiraan tinggi diatas 10 meter.

l0



KETINGGIAN BA}IGUNAN

Bangunan lantai 1 (satu)

Bangunan lantai2 (dua)

Bangunan lantai 3 (tiga) ke atas

Bangunan tower/menara dan reklame

'tl

.:.'f

.Y/

(2) Dalam penentuan.Ketinggian Bangunan se_bagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,dipergunakan angka inoeks dan atau murtifikaior sebagai berikut :

Pasal 19
(1) 

hlffiJ;?fi#ffi,?,ilil"n sebagaimana dinraksud pada pasar 13 ayat (2) peraturan

a' Luas Penggunaan Ruang ladalah bangunan yang mempunyai perbandingan luasan
ilTft:?ngunan 

dan Persil berkisar ii ' ;, diniana tuas nungunan sama dengan

b' Luas Penggunaan Ruang ll adalah bangunan y1anq mempunyai perbandingan luasan
;:lffi"?ff1!il,,dan Persil berkisar i t ' 2, dimana z x iuas bansu-nan irr"

c. Luas Penggunaan Ruang lll
luasan antara Bangunan Jan
dengan 2xluaspersil;

^adalah 
bangunan yang mempunyai perbandingan

Persil berkisar t Z : 1, dimun" 'luas 
bangu^"n .u-*,

d' Luas Penggunaan Ruang lV acJalah bangunan yang mempunyai perbandinganluasan antara Bangunan dln PersiL o"rr.[ri * 1 : 3, dimin" 3 * luas bangunan samadengan luas persil;

e' Luas Penggunaan Ruang V.adalah bangunan ),ang mempunyai perbandingan luasan
i?i::r-Xlflunan 

dan Persil berkisartS 
' 
i, di*""na G;;";;unan sama dengan 3

f' Luas Penggunaan Ruang vl adalah bangunan yang mempunyai perbandinganluasan antara Bangunan d-'an Persil o"*Llii 1 :4,'diiar^ i *luas bangunan samadengan luas persil;

g' Luas Penggunaan Ruang Vll adalah bangunan yang mempunyai perbandinganluasan antara Bangunan lan Persil ourki."i t q : i, dimana luas banEunan samadengan4xluaspersil.
(2) Dalam penentuan Luas Penggunaan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasalini, dipergunakan angka inde-k1 dan atau mirltiritator sebagai berikut :

LUAS PENGGUNAAN RUANG

Luas Penggunaan Ruang I ( 1 : 1 )

Lgas Penggunaan Ruang ll ( 1 : 2 )
l-uas Penggunaan Ruang lll { 2 : 1 }

Luas Penggunaan Ruang lV ( 1 : 3 )
l,-uas Penggunaan Fluang V ( 3 : 1 )

Luas Penggunaan Ruang Vl ( 1 : 4 )
Luas Penggunaan Ruang Vll ( a : 1 )



.'j' (1)
J

Pasal 20

Tarif dasar fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) Peraturan
Walikota ini terdiri dari :

a. Tarif Dasar Fungsi Bangunan Sosial adalah besarnya tarif dasar permeter persegi
yang dikenakan pada luas penggunaan ruang yang berfungsi dan dipergunakan
untuk bangunan dengan fungsi sosial dan bangunan lainnya yang dikategorikan
dengan itu;

b. Tarif Dasar Fungsi Bangunan Rrlmah Tinggal adalah besarnya tarif dasar permeter
persegi yang dikenakan pada luas penggunaan ruang yang berfungsi dan
dipergunakan untuk bangunan dengan fungsi rumah tinggal dan bangunan lainnya
yang dikategorikan dengan itu;

c. Tarif Dasar Fungsi Bangunan Usaha adalah besarnya tarif dasar permeter persegi
yang dikenakan pada luas penggunaan ruang yang berfungsi dan dipergunakan
untuk bangunan dengan fungsi usaha dan bangunan lainnya yang dikategorikan
dengan itu;

d. Tarif Dasar Fungsi Bangunan lndustri adalah besarnya tarif dasar permeter persegi
yang dikenakan pada luas penggunaan ruang yang berfungsi dan dipergunakan
untuk bangunan dengan fungsi industri dan bangunan lainnya yang dikategorikan
dengan itu;

e. Tarif Dasar Fungsi Bangunan Tower/Menara dan reklame adalah besarnya tarif
dasar permeter persegi yang dikenakan pada luas penggunaan ruang yang berfungsi
dan dipergunakan untuk bangunarr ciengan fungsi towerlmenara dan reklame serta
bangunan lainnya yang dikategorrkan dengan itu.

Dalam penentuan tarif dasar fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, dipergunakan angka indeks dan atau multifikator sebagai berikut :

(2)

NO TARIF DASAR FUNGSI BANGUNAN INDEKS

1 Fungsi Bangunan Sosial
Rp. 25 t
m2

2 Fungsi Bangunan Rumah Tinggal
Rp. 150 /
m2

J Fungsi Bangunan Usaha
Rp. 250 I
m2

4 Fungsi Bangunan lndustri
Rp. 400 /
m2

tr Fungsi Bangunan Tower/Menara dan
Reklame

Rp. 8.000 /
mt

Pasal 21

Bagi keperluan pengajuan siteplan / rencana tapak lahan tarif retribusi yang harus
dibayar ditambah harga pertambahan nilai atau betterment cost (bc) sebesar Rp. 500,-/m2.

Pasal 22

Besarnya penggantian biaya tata usaha dalarn memperoleh lzin Peruntukan Ruang
ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

F Pasal 23

(1) Biaya pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota ini
adalah sebesar biaya untuk keperluan pelayanan pengukuran yang meliputi pengukuran
situasi, profil dan pematokan (stake out) ;

12
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(2) Biaya pengukuran sebagaimana dimaksud pada
berdasarkan ketentuan luas persil sebagai berikut :

ayat (1) Pasal ini ditetapkan

NO
LUAS PERSIL

(M2)

JENIS PENGUKURAN

Situasi Profil Pematokan

1 0-100 25.000.00 25.000.00 15.000.00

2 101 - 200 30.000.00 30.000.00 20,000.00

3 20'l - 300 40,000.00 40.000.00 30,000.00

4 301 - 400 50.000.00 50.000.00 40,000.00

5 401 - 500 50.000.00 50,000.00 50,000.00

o 501 - 1000 75,000.00 75,000.00 60.000.00

7 1001 - 2000 100,000.00 100,000.00 70,000.00

B 2001 - 3000 150,000.00 150,000.00 80,000.00

I 3001 - 4000 175 000.00 175.000.00 100,000.00

10 4001 - 5000 200,000.00 200.000.00 150,000.00

11
5001 ke atas dengan setiap kelebihan ditambah Rp. 500,-
permeter persegi

Pasal 24

Untuk keperluan pelayanan kebutuhan peta ditetapkan biaya penggantian percetakan peta
(tidak benvarna) sebagai berikut:

a. Skala 1 : 10.000 Rp. 20.000,- / lembar;
b. Skala 1 : 5.000 Rp. 25.000,- / lembar ;

c. Skala 1 : 1.000 Rp. 30.000,- / lembar ;

BAts VIII

PENGHITUI.iGAN RETRItsUSI

Pasal 25

Besarnya Retribusi lzin Peruntukan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal
13 Peraturan Walikota ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Retribusi lndeks Fungsi Bangunan x lndeks Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan x
lndeks Jarak Bangunan x lndeks Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah
Kota) x lndeks Ketinggian Bangunan x lndeks Luas Penggunaan Ruang x
Tarif Dasar Fungsi Bangunan + Biaya Pengukuran.

Penerimaan retribusi sebagaimana
langsung ke Kas Daerah. F

Pasal 26

dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Walikota ini disetor
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i BAB lx
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 27

1. Pungutan Retribusi tidak di borongkan.

2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 28

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dari dan atas yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan

SKRD Tambahan.

BAB X

WILAYA.H PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi dipungut diwilayah Kota Baubau.

BAB XI

( r SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak memhayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan

dari retribusi yang terutangatau kurang dibayar Can Oitagih dengan menggunakan surat

tagihan retribusi yang dalam hal ini STRD'

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

1. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara iunai / lunas

z. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk

mengangsur retribusi teruiang obtan kurun waktu tertentu, dengan alasan yang dapat

diPertanggung jawabkan.
'r 3. Walikota atau pejabat yang dituniuk dapat mengijinkan kepada wajib retribusi untuk

menunda pembayaran reirib"usi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang

daPat diPerlanggung jawabkan'

Pasal 32

1. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan walikota ini

diberikan tanda bukti PembaYaran

2.setiappembayarandicatatdalambukupenerinraan.

3. Bentuk, lsi,.Kualitas Buku dan Tanda Bukti Pembayaran retribusi akan ditetapkan

kemudianot*r,wutirotaatauPejabatyangditunjuk.

BAB XIII

MASARETRIBUSIDANSAATRETRIBUSITERUTANG
Pasal 33

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlakunyaizin'
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Pasal 34'

Retribusi terutang diberlakukan pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB XIV

SUR.AT PENDAFTARAN

Pasal 35

1. Wajib Retribusiwajib mengisi SPRD.

2. SPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

3. Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPRD sebagaimana dimaksud
ayat 1 (satu) Pasal ini, diteiapkan oleh V/alikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BA.B XV

TATA CAR.A PEI.IETAPAN

Pasal 36
{ | 1. Berdasarkan SPRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang
semula belum terungkap yang inenyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang,
maka dikeluarkan SKRDKBT.

3. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT.atau dokurnen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

1. Kepada Aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan
sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pungutan masuk yang disetor ke Kas
Daerah

2. Biaya Operasional pemungutan sebesar 5 o,/o (lima Persen)

\ 3. Pembagian biaya pemungutan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 38

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tarrggal Surat Teguran/Peringatan atau surat
lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang

3. Surat Teguran/Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi penagihan
retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota ini
ditetapkan kemudian oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
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1.

2.

1.

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 40

walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan

Retribusi

Tata cara pemberian pengurangan, kerirrganan, pembebasan dan pembatalan Retribusi

sebagaimana dimaksud ayat (f Pasal ini ditetapkan oleh Watikota atau Pejabat yang

ditunjuk.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 41

penagihan retribusi kadaluarsa setelalr melampaui jangka wakJu 3 (tiga) tahun terhitung

sejaklaat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retiibusi melakukan tindak pidana

di bidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaitnana dimaksud ayat (1) Pasal ini' tertangguh

apabila :

a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksaan; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSA}.I PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 42

1. piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk nrelakukan penagihan

sudah kadaluarsa daPat dihaPus-

Z. Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana

dimkasud ayat (1) Pasal ini.

EAB XX

PEMBINAAT{ DAN PENGAWASAN

Pasal 43

pembinaan dan pengawasan atas Peraturan Walikota ini, dilakukan oleh Walikota atau

pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 44

1. Setiap orang pribadi atau badan yang menclirikan atau memperluas bangunan dilokasi

tertentu tidak iermasuk bangunan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah, diwajibkan rnemiliki lzin Peruntukan Ruang'

2. Untuk memperoleh lzin Peruntukan Ruang sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal

ini, permohonan diajukan Secara tenulis oleh pemohon kepada Walikota

3. lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama subyek dan obyek

izin tidak diubah
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/5.

Untuk mengawasi dan mengendalikan
pemeriksaan ke lapangan oleh tim peneliii

setiap izin peruntukan ruang, dilakukan
yang ditunjuk oleh Walikota, baik sebelum

1.

2.

mapun sesudah izin dikeluarkan

Tata cara pengajuan permohonan izirr
dengan peraturan Walikota.

sehagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45
wajib retribusi yang tidak melaksatrakan kewajibannya sehingga merugikan keuangandaerah diancam 

.gi!a.1a kurungan paling lama 6 (enam) ouran atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kalijunrlah retribusi yairg terutang
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 46
1' Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk penyidikan tlnoutipioana di bidang retribusi daerah
2' Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :a' Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti-keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
b' Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badantentang kebenaran perbuatan yang dilakukin sehubungan deirgan tindak pidana

retribusi daerah;

c' Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi daerah;

d' Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e' Melakukan penggeledahan untuk n'lendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang buktitersebut;

f' Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana
retribusi daerah;

g' Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat padasaat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnemeriksa identitas orang dan 
'atau

dokumen yang dibawa sebagaimani dimaksucr huruf e;

h' Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i' Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

j Menghentikanpenyidikan;

k' Melakukan .tindakan lain yang perlu unruk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukurn yang dapat dipertanggrng jawabkan.
3' Penyidik sebagaintana dimaksud?alam ayat (1) Pasat ini, memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
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BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur tersendiri dengan
Keputusan Walikota

Pasal 48

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal, l9 AFn'L 2011

BAUBAU

MZ, AMIRUL TAMIM

s

Diundangkan di Baubau
Pada tanggal, tB Apr,t 2411

t-. - -t ..i

Pembina Utama Muda, lV/c
NrP. 1951A727 197209 1 001

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2011 NoMoR ....J.1.......

2 lAse t1l-
SUHUFAN
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